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Pemalsuan data pemilih dalam pemilihan umum merupakan tindakan yang dapat 

merusak integritas dan keabsahan proses demokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis mekanisme penegakan hukum terhadap pelaku pemalsuan data 

pemilih dalam pemilihan umum di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan 

adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data dikumpulkan 

melalui studi pustaka dan wawancara dengan pakar hukum pemilu, anggota 

Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan aparat 

penegak hukum. Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, penelitian ini 

merekomendasikan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penggunaan 

teknologi informasi untuk verifikasi data pemilih, serta penguatan kerjasama 

antara KPU, Bawaslu, dan kepolisian. Selain itu, diperlukan upaya edukasi kepada 

masyarakat mengenai pentingnya data pemilih yang akurat dan ancaman 

pemalsuan data pemilih terhadap proses demokrasi. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa mekanisme penegakan hukum terhadap pelaku pemalsuan data pemilih 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. 

Proses penegakan hukum melibatkan beberapa tahap, mulai dari pelaporan, 

investigasi, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan.Namun, penelitian ini 

menemukan beberapa kendala dalam pelaksanaan penegakan hukum, seperti 

kurangnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan sumber daya manusia, dan 

tantangan teknis dalam verifikasi data pemilih. 

Kata kunci: Pemalsuan data pemilih, penegakan hukum, pemilihan umum. 
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Falsifying voter data in general elections is an action that can damage the integrity 

and legitimacy of the democratic process. This research aims to analyze the law 

enforcement mechanism against perpetrators of falsifying voter data in general 

elections in Indonesia. The research method used is normative juridical with a 

descriptive-analytical approach. Data was collected through literature study and 

interviews with election law experts, members of the General Election 

Commission (KPU), Election Supervisory Agency (Bawaslu), and law 

enforcement officials.To increase the effectiveness of law enforcement, this 

research recommends increasing the capacity of law enforcement officers, using 

information technology to verify voter data, and strengthening cooperation 

between the KPU, Bawaslu and the police. Apart from that, efforts are needed to 

educate the public regarding the importance of accurate voter data and the threat 

of falsifying voter data to the democratic process. The research results show that 

the law enforcement mechanism for perpetrators of voter data falsification is 

regulated in Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. The law 

enforcement process involves several stages, starting from reporting, 

investigation, inquiry, prosecution, to trial. However, this research found several 

obstacles in implementing law enforcement, such as lack of coordination between 

institutions, limited human resources, and technical challenges in verifying voter 

data. 

Keywords: Voter data falsification, law enforcement, general election. 
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